Bulan :

fa\
(112 3[4 |5 {g)l7 [8 [9 [10 [11 [12 |

(2] 0]2]0]

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :
1 |2 3 |4 |5 6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 Media Online
17 118 |19 PO |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 1@ 30 (31 Media Cetak Koran Sindo

Reklamasi Ancol, Inkonsistensi Kebijakan

JAKARTA - Belum juga tuntas 13 izin
pencabutan reklamasi di Teluk Jakarta,
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
sudah menerbitkan keputusan perluasan
kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan

Dunia Fantasi (Dufan).

Izin ini tercantum dalam
surat Keputusan Gubernur
(Kepgub) Nomor 237/2020
tentang [zin Pelaksanaan Per-
luasan Kawasan Rekreasi Du-
fan seluas lebih kurang 35 hek-
tare (ha) dan kawasan rekreasi
Taman Impian Jaya Ancol se-
luas 120 hektare. Kepgub terse-
but diteken pada 24 Februari
20240,

Pengamat Kebijakan Publik
Universitas Trisakti Trubus Ra-
hardiansyah menilai izin per-
luasan Ancol bentuk inkonsis
tensi kebijakan reklamasi yang
sebelumnya dihentikan, Dia
menjelaskan, pemberian izin
perluasan kawasan reklamasi
teluk Jakarta memang masuk
dalam rencana Peraturan Pre-
siden (Perpres) Nomor
60/2020 tentang Rencana Tata
Ruang dan Kawasan Perkotaan
Jakarta, Bogor, Tangerang,
Bekasi, Puncak dan Cianjur
(Jabodetabek-Punjur), di mana
ada sisi positif penataan kata
dari hulu hingga hilirnya. "Gu -
bernur Anies harus bisa men-
jolaskanalasannya. Kalau tidak
ini merupakan inkonsistensi
kebijakan," katanya kemarin.

Menuut Trubus, Gubernur
Anies harusmenjelaskan kajian
pemberian izin, termasuk ana
lisis dampak lingkungannya.
Jangan sampai, nelayan yang
sudah bersenang hati karena
reldarnasi dihentikan kembali
kecewa dengan izin perluasan
Ancol. "Pemberian izin lebih
haik ditunda sampai semua
kajian selesai dan masyarakat
bisa menerima,” ungkapnya.

Pemprov DKI Jakarta resmi
mengizinkan PTPembangunan

Taga Anenl mompaviiae leawran
an rékreasi Duran selus 30

hektare dan kawasan rekreasi
Taman Impian Jaya Ancol Ti-
murseluas 120 hektare. Sejum-
lahkewajibansaranaprasarana,
transportasi dan infrastruktur
pengendalian banjir menjadi
syarat perluasan kawasan re-

kreasitersebut.

Perluasan ini berdasarkan
perjanjian kerja sama (PKS)
antara pemerintah Provinsi
DKI] Jakarta dan PT Pemba-
ngunan Jaya Ancol pada 13
April 2009. Adasejumlah kewa-
jibanyangharusdilakukan oleh
PT Pembangunan Jaya Ancol.

Kewajiban tersebut adalah
menyediakan prasarana, sara-
na, dan utilitas dasar yang di
butuhkan dalam pengembang-
ankawasan rekreasi Dufan dan
kawasan rekreasi Taman Im-
pian Jaya Ancol Timur, antara
lain jaringan jalan di dalam
kawasan, angkutan umum
massal. "Menyediakanjaringan
utilitas, infrastruktur pengen-
dali banjir, ruang terbuka biru,
ruang terbuka hijau, serta
sarana pengelolaan limbah cair
dan padat,” tulis Anies dalam
Kepgub tersebut.

Kemudian PT Pembangun-
an Jaya Ancol diharuskan me-
ngeruk sedimentasi sungai se-
kitar perluasan kawasan. Me-
reka juga harus berkontribusi
mengeruk sedimentasi sungai
di daratan. Selanjutnya, untuk
lahan hasil perluasan kawasan
sebesar 5% dari luas kotor
daerah yang berhasil diperluas
lebihkurang 35hektaredan 120
hektare wajib diserahkan kepa-
da Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus Ibu Kota Jakarta di-
tuangkan dalam herita acara
serah ferima.

Pelaksanaan kewajiban dan
kontribusi ditindaklanjutide -
ngan akta perjanjian yang di-
buat secara notarial aktaantara
PT Pembangunan Jaya Ancol
dan Pemnprov DKI Jakarta su-

Aah bovus diselesaikan paling
fama enam budan, todifang oo

jak ditetapkannya keputusan
gubernur ini. Artinya, kewa -
jihan dan kontribusi ini harus
diselesaikan pada Agustus
2020 nanti.

Koalisi Rakyat untuk Ke-
adilan Perikanan (KIARA) me-

ngecam terbitnya izin rekla-
masi tersebut. Sekretaris Jen-
deral KIARA Susan Herawati
menilai izin perluasan rekla-
masi Ancol merupakan ironi
kebijakan GubernurAniesyang
pernah berjanji akan menghen-
tikan proyek reklamasi Teluk
Jakarta.

Susan menuturkan, Anies
pernah berjanjiakan menghen-
tikan reklamasi, tetapifaktanya
malahmemberikanizinkepada
PT Pembangunan Jaya Ancol.
"Sebelumnya juga mengeluar-
kan lebih dari 900 IMB untuk
bangunan di Pulau D yang
konsesinya dimilikioleh PT Ka-
puk NiagaIndah, "ungkapnya.

Menurut dia, keputusan gu-
bernuritu memiliki kecacatan
hukum karena hanya menda-
sarkan pada tiga undang-
undang yang terlihat dipilih-
pilih. Undang-Undang Nomor
29/2007 tentang Pemerin-
tahan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagai Ibu
KotaNegaraKesatuanRepublik
Indonesia; Undang-Undang
Nomor 23/2014 tentang Pemne-
rintahan Daerah; dan Undang-
Undang Nomor 30/2014 ten
tang Administrasi Pemerintah-
an. "Ketiga Undang-Undang
tersebut terlihat dipilih oleh
Anies karena sesuai dengan ke-
pentingannya sebagai guber-
nur DKl Jakarta," ujarnya.

Padahal, kata Susan, dida-
lam pengaturan kawasan pe
sisir dan pulau-pulau kecil, ada
undang-undang spesifil yang
mengatur hal ini, yaitu UU No-
mor 27/2007 jo UU Nomor
1/2014 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-pu-
lau Kecil. "Kenapa undang-un-
dang tersebut tidak dijadikar
dasaroleh Anies?” Susanmeng:
gugat.

Selain itu, pemberian izir
reklamasi untuk perluasan ka
wasan rekreasi di Ancol, hany:
akan memperkuat praktik ko-
mersialisasi kawasan pesisir di
TelukJakartayangtidaksejalan
dengan UU Noemor 27/2007 jo
UUNomor1/2014danputusan

Mahkamah Konstitnsi Nomor
Sbertahn a1,

Ketua Fraksi PDI Perjuang-
an DPRD DKI Jakarta Gem-
bong Warsono malah meng -
apresiasiGubernurDKI Jakarta
Anies Baswedan memberikan
izinperluasan kawasanrekreasi
Dufandan Ancol Timur, Sebab,

halitu sesuaidengan aturan pe-
merintah pusat yang memper-
bolehkan kembali reklamasi di
tefuk Jakarta. "Itu memang ha-
rus dikeluarkan izinnya. Peme-
rintah pusat kan sudah meng-
izinkan kembali reklamasi,”
leatanya.
Menurut Gembong, pembe

rianizinreklamasiAncolkarena
mencernatl Kekalahian Pe

prov DKI Jakarta terhadap gu

gatan pengembang pulau re-
Klamasi. Pulau-pulau reklamasi
yang dicabutizin oleh Pemprov
DKInantinyaakan mengadopsi
pemberian izin pemerintah
pusat terhadap kelanjutan re -

klamasi. "Semuanya juga akan
diizinkan kembali nantinya
Kan pemberhentian reklamasi
hanya janji kampanye saja,”
ungkapnya.

Hal terpenting, kajian ter-
hadaplingkungan sebagaidam-
pak reklamasi harus dikaji
ulang. Jangan sampai merusak
lingkungan dan biota laat.
Yang paling peating (u soal
lingkungan. Perluada rekayasa
kembali agar tidak merusak
hiotalaut,"kataGembong.

Ketua Fraksi PDI Perjuang
an DPRD DKI Jakarta Gem -
bong Warsono malah meng-
apresiasiGubernur DKl Jakarta
Anies Baswedan memberikan
izin perluasan kawasan rekreasi
Dufan dan Ancol Timur. Sebab,
hal itu sesuai dengan aturan pe-
merintah pusat yang memper-
bolehkan kembali reklamasi di
teluk Jakarta. "[tu memang ha-
rus dikeluarkan izinnya. Peme-
rintah pusat kan sudah meng-
izinkan kembali reklamasi"
Katatya.

Menurut Gembong, pembe-
rianizinreklamasiAncolkarena
mencermati kekalahan Pern-
prov DKI Jakarta terhadap gu -
gatan pengembang pulau re
klamasi. Pulau-pulau reklamasi
vangdicabut izin oleh Pemprov
DKInantinyaakan mengadopsi
pernberian izin pemerintah pu-
sat terhadap kelanjutan rekla-
masi. "Semuanya juga akan di-
izinkan kembali nantinya. Kan
pemberhentian reklamasi ha -
nya janji kampanye saja,” ung -
kapnya.

Halterpenting, kajianterha-
dap lingkungan sebagai dam-
pak rellarmasi harus dikaji
ulang Jangan sampai merusak
lingkungan dan biota laut.
"Yang paling penting itu soal
lingkungan. Perlu ada rekayasa
kembali agar tidak merusak
biotalaut,”kata Gembong.
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Reklamasi Ancol, Inkonsistensi Kebijakan

LAMPU
HUAU
REKLAMASI

Dasar Hukum: Keputusan

Gubernur DKi Narnor
23742020 diteken pada
27 februar 2020

Luas Reklamasi:

e Kawasan Rekreasi
Dufan: 35 hektare

e Kawasan Rekreasi
Taman Impian Jaya
Ancol: 120 hektare

Lokasi: Kelurahan Ancol,
Kecamatan Pademangan,
Jakarta Utara
Perjanjian: Kerfa Sama
PQ(T\{JIO\.’ Dl dan PT
Pembangunan Jaya Ancal

MERAH
REKLAMASI

Pada 26 September 2018
Gubernur Anies

Gubernur DKI Jékarta Anies Baswedan menerhitkan izin

reklamasi untuk

rluasan kawasan Taman Rekrgasi Dunia
‘Fantasi (Dufan) dan Ancol. Keputusan itu tertuang datam

Keputusan Gubernur DKl Nomor 237/2020. Keputusan ini tentu
menarik karena Anies saat kampanye Pemilihan Gubernur DKI

DKORANSINDO
W\ [0l 13 pulau reklamasi yang dicabut izinnya:

* zin Pulay A, B, dan E
PT Kapuk Naga Indah

® |7ir Pulauy ) dan K

Ancal

Baswedan mencabut izin

pengembangan 13 pulay
. reklamasi di Teliuk Jakarta

BURUK
REKLAMASI DI
KAWASAN
TELUK JAKARTA

DAMPAK

» Jziry Pulau L dan M
Yudha

* Potens terjadinya
sedimentasi 13
sungal yang
bermuara d) Teluk
Jakarta, Kondisi ini
terjadi karena pola
arus terhalang
proyek reklamasi
Laju sedimentasi
akan diperkirakan
50-60 ¢m per
tahun

PT Pernbangunan ldaya

PT Manggala Krida

'~ berjanji akan menghepgikpn;emﬁa proyek reklamasi. | ..

o Izin Pulaw O dan F :
PT Jakarta Propertindo (lakpro)

e J7in Puisu P'dan’'Q

KEK Marunda Jakasta;

® |zin Pulau H :
PT Taman Harapan Indah

* Pelambatan arus

sungal akan
berdampak pacda
menumpuknya
sampak organik di
hilir sungal
-,-r;]r.nqqal
merribuat bau tak
sagan di berbagai
wilayah bantaran
sungai cli kawasan
DK Jakarta

s 1zin Pulau |
PT Jaladn Kartika Eka Paks

» Pelambatan arus sungal
juga akan membuat
Jenumpukan logam
serat darl imbah mdustri
akan menumpubk di hilir
sungal

= Tergangaounya berbaga
hiota laut di Teluk Jakarta
sehingga berpotens
menurunkan pendapatan
para nelayan.
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